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Risiko Penyandang Disabilitas dalam Bencana

Penyandang disabilitas merupa-
kan salah satu kelompok masyarakat
yang paling berisiko dalam bencana
yang berpotensi menjadi korban
meninggal empat kali lebih tinggi dari-
padamasyarakat umum (UNDRR, 2014).
Penelitian-penelitian terdahulu menun-
jukkan dampak bencana terhadap
penyandang disabilitas di Indonesia,
antara lain kematian, dampak psikologis
yang berkelanjutan akibat trauma dan
kehilangan harta benda atau tempat
tinggal.
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Penyandang disabilitas sudah menjadi kelompok prioritas dalam
Undang-Undang Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007.
Akan tetapi pada kenyataannya mereka belum mendapatkan
akses yang maksimal dalam kondisi darurat dan proses
evakuasi bencana. Mereka masih kesulitan dalam mengakses
bantuan dan sarana pertolongan pada kondisi bencana.

Paradigma masyarakat terhadap W=
penyandang disabilitas juga masih -~
memandang mereka sebagai kelompok yang ' g -
tidak berdaya, lemah, sebagai objek bantuan. -
Dalam UU Penanggulangan Bencana, mereka
masih dianggap rentan yang membuat =
penyandang disabilitas kurang dilibatkan }'ﬂ
secara aktif dalam program penanggulangan e i
bencana (Pertiwi et al., 2020). Penyandang == «.,h.b
disabilitas kerap tidak dilibatkan dalam b
program penanggulangan bencana sehingga =
mereka tidak dibekali dengan kemampuan
untuk bisa menyelamatkan diri pada saat
bencana.
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Perubahan Paradigma

Negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya pelibatan
aktif penyandang disabilitas dalam mitigasi bencana. Pemberdayaan
penyandang disabilitas dalam  penanggulangan, pemulihan,
rehabilitasi dan rekonstruksi sebelum bencana menjadi faktor kunci
untuk mengurangi resiko bencana alam. Hal itu tertuang dalam
komitmen global Sendai Framework for Disaster Risk Reduction atau
Kerangka Sendai (United Nations, 2015) yakni salah satu hal yang
diperlukan dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi resiko
bencana dalam suatu wilayah adalah informasi yang terbuka mengenai
jenis kelamin, usia, dan kelompok disabilitas.

Indonesia, sebagai salah satu negara yang rawan akan bencana,
harus memperhatikan inklusivitas dalam penanganan bencana,
terutama bagi penyandang disabilitas. Adanya Kerangka Sendai
mendorong partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas dalam
Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Penelitian dari Pertiwi et al, (2020)
menunjukkan perundang-undangan terkait disabilitas dan kebenca-
naan di Indonesia belum sejalan dengan komitmen Kerangka Sendai,
baik pada undang-undang tingkat lebih rendah maupun lebih tinggi.
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Analisis isi yang dilakukan oleh =
Pertiwi et al, (2020) menunjukkan
bahwa disabilitas dimasukkan sebagai
salah satu elemen dari kerentanan
sosial. Penyandang disabilitas sering
disebut sebagai salah satu kelompok
rentan. Penyebutan ini mengakibat-
kan penyandang disabilitas tidak
diikutsertakan dalam program
mitigasi bencana karena dianggap
tidak berdaya atau bukan subjek
pemberi bantuan, melainkan subjek
yang membutuhkan bantuan.

Perkembangan yang terjadi di akar rumput menunjukkan
penyandang disabilitas telah terlibat sebagai aktor dalam kegiatan
penanggulangan bencana di Indonesia (Pertiwi et al, 2019; Villeneuve et
al, 2017). Pertiwi et al, (2019) menemukan jika penyandang disabilitas
dibekali dengan keterampilan, pendampingan dan pendanaan, maka
akan mendukung kepemimpinan mereka dalam program-program
PRB. Namun tentunya hal itu perlu mendapatkan dukungan dari
undang-undang yang melindungi, mendukung dan semakin member-
dayakan penyandang disabilitas dalam program-program mitigasi
bencana.

Fhote by Matheus Bertelli from Pexels

UU Penanggulangan Bencana yang
tersedia belum memuat langkah nyata tata
cara mitigasi atau PRB yang akan diberikan
kepada penyandang disabilitas. Saat ini baru
ada satu peraturan yang memuat detail
mengenai  tata laksana penanganan,
perlindungan, dan partisipasi penyandang
disabilitas, yakni Peraturan Kepala BNPB No.
14 Tahun 2014. Dalam peraturan ini penyan-
dang disabilitas dipandang sebagai pelaku
penanggulangan bencana yang perlu dilibat-
kan aktif dalam tahapan sebelum, pada saat,

Photo by Ann H from Pexels dan sesudah terjadi bencana.
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Rekomendasi Kebijakan untuk
Pelibatan Aktif Penyandang Disabilitas

Beberapa langkah perlu dipertimbangkan oleh pemangku
kepentingan antara lain pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat,
dan organisasi disabilitas untuk meningkatkan pelibatan aktif
penyandang disabilitas dalam bencana. Policy brief ini mengidentifikasi
setidaknya 9 langkah rekomendasi kebijakan yang dapat dilaksanakan
dalam jangka pendek dan menengah.

Rekomendasi jangka pendek:
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Rekomendasi jangka menengah:

—> Peraturan Kepala BNPB No. 14 Tahun 2014 diadopsi secara
konsisten dalam kerangka peraturan di tingkat nasional dan
daerah di seluruh Indonesia. Peraturan-peraturan ini
menyertakan referensi tentang peluang pendanaan dan bantuan
teknis untuk aplikasi hibah serta pengembangan kapasitas dalam
keterampilan organisasi dan manajemen proyek untuk OPD.

—> Mengembangkan petunjuk teknis untuk peraturan-peraturan
terkait bencana dan disabilitas untuk memperinci langkah-
langkah konkrit dalam penanggulangan bencana yang
melibatkan penyandang disabilitas.

—> Pemerintah perlu membangun infrastruktur penanggulangan
bencana yang dapat menjangkau penyandang disabilitas
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